PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

Menimbang

Mengingat

NOMOR 3 TAHUN 1998
TENTANG
PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT I1II PATI

a.

.

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang—undang
Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Peraturan Daerah tentang Pajak

Reklame perlu disesuaikan ;

bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagai-
mana dimaksud huruf a perlu mengatur kembali
Pajak Reklams yang ditetapkan dengan Peraturan

Daerah. .

Undang—~undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pem-
bentukan Daerah—daerah Kabupaten dalam Ling-—
kungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara
Tahun 1950 ) ;

Undang—-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok fPemerintahan % Daerah ( Lembaran
Negara Tahun 1974 pNomor 38, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 2037 ) ;

3. Undang....J'K...



4. Undang—undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3685 ) :

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3686 )

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3691) :

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan

Peraturan Daerah Perubahan :

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun
1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak

Daerah

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173  Tahun
1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang

Pajak Daerah ;

10.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Pati Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Déerah Tingkat II Pati.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pati.

MEMUTUSKAN ... ﬁ ..
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Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PATI TENTANG PAJAK REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;

b.

Pemerintah Daerah adalah Pemsrintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pati ;
Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Pati :
Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati b
Pajak Reklame vang selanjutnya disebut Pajak
adalah Pungutan Daerah atas penvelenggaraan
Reklame :
Reklame adalah benda, alat perbuatan atau Media
yang menurut bentuk, susunan dan ragamnya untuk
tujuan komersial, dipergunakan untuk mem—
perkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu
barang, Jjasa atau orang, ataupun untuk menarik
perhatian umum kepada suatu barang, Jjasa atau
orang vyang ditempatkan atau yang dapat dilihat,
dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh
umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah -
Pahggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau
tempat pemasangan satu atau beberapa buah
reklame ;
Penvelenggara reklame adalah perorangan atau
badan hukum vang menyelenggarakan reklame
baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk
dan atas nama pihak lain vyang menjadi
tanggungannva ;

i. Kawasan .. ,6. -
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Kawasan/zone adalah batasan—-batasan wilayah
tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah
tersebut yang dapat dipergunakan untuk
pemasangan reklame :

Nilai Jual Obyek Pajak Reklame adalah keseluruhan
pembayaran/pengeluaran biava vyang dikeluarkan
oleh pemilik dan atau penvelenggara reklame
termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli
bahan reklame, konstruksi instalasi listrik,
pembavaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan,
penayangan, pengecatan, pemasangan dan trans-
portasi pengangkutan, dan lzain sebagainya sampai
dengan bangunan reklame selesai, dipancarkan,
diperagakan, ditayvangkan dan atau terpasang
ditempat yang telah diijinkan 3

Nilai strategis titik reklame adalah ukuran nilai
vang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan
reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan
pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek
kegiatan dibidang usaha ;

Surat Pemberitahuan Pajak Daesrah vang
selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat vang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan
perhitungan dan pembayaran Pajak vang terutang
menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan
Daerah ;

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat SSPD adalah surat vang digunakan oleh
Wajib Pajak untuk melakukan pembavyaran atau
penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau
ketempat lain vang ditetapkan oleh Bupati Kepala
Daerah ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah vang selanjutnva
disingkat SKPD adalah Surat Keputusan vang
menentukan besarnya jumlah pajak vyang terutang.

0. Surat 4 =



0. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bavar vang
selanjutnya disingkat SXPDKB adalah Surat
Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak
vang terutang, Jumlah Kkredit Pajak, Jjumlah
kekurangan pembayvaran pokok Pajak, besarnva
sanksi administrasi dan jumlah vang masih harus
dibavar:

p. Surat Ketetapan Pajak Dasrah Kurang Bavar Tambah
an vyang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah
Surat Keputusan vyang menentukan tambahan atas
Jumlah Pajak yang ditetapkan ;

q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, vyang
selanjutnva disingkat SKPDLB adalah Surat
Keputusan vyang menentukan jumlah kelebihan pem-—
bayaran Pajak vyang karena jumlah kredit pajak
lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak
ssharusnya terutang :

r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, vang
selanjutnva disingkat SKPDN adalah Surat
Keputusan vyang menentukan Jumlah Pajak yvang
terutang sama besarnya dengan kridit Pajak, atau
Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak :

s. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya di-
singkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan
pajak atau sanksi administrasi berupa bunga
dan atau denda.

t. Pejabat adalah Pejabat vang ditunjuk oleh Bupati
Kepala Daerah.

BAaB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2
(1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak

setiap penvelenggaraan reklame.

{(2) Obyek Pajak adalah semua penvelenggaraan
Reklame.

{(3) Penyelenggara ,..45..



(3)

Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Pasal ini meliputi :

a. Reklame Papan/Billboard/Megatron ;

b. Reklame Kain :

Cc. Reklame Melekat (stiker) :

d. Reklame Selebaran :

e. Reklame Berjalan, termasuk pada Kendaraan ;
f. Reklame Udara :

g. Reklame Suara ;

h. Reklame Film/Slide ;

-

i. Reklame Peragaan.

Pasal 3

Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah :

a.

b.

(1)

(2)

(1)

Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Dasrah :

Penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio,
warta harian ;

Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan
oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan

yang menyelenggarakan atau memasang Reklame.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan

vang menvelenggarakan reklame.
Bas III
DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa Reklame.

(2) Nilai .. ﬁ) ;



(2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pasal ini dihitung berdasarkan pema—
sangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi

dan jenis Reklame.

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh orang
pribadi atau badan yang memanfaatkan Reklame
untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa
Reklame dihitung berdasarkan besarnya biaya
pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai

strategis, lokgasi dan jenis Reklame.

(4) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh Pihak
Ketiga, maka nilai sewa Reklame ditentukan
berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa
Pjak/masa penvelenggaraan Reklame dengan memper-
hatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, lamanya
pemasangan, nilai strategis, lokasi dan Jenis
Reklame.

(5) Hasil perhitungan nilai sewa Reklamr sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam bentuk
Tabel dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Kepala Dasrah.

Pasal 6

Tarip pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh 1lima
persen).

BAB 1Iv
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN
CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 7

(1) Pajak yang terutang dipungut diwilayah Daerah.

(2) Besarnya ...‘5.



(2) Besarnya Pajak terutang dihitung dengan

cara

mengalikan Tarip Pajak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dengan

Pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Peraturan Daerah ini.
BaB v
MAaSA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanva

dengan jangka waktu penyslenggaraan Reklame.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada
penyelenggaraan Reklame.

Pasal 10

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD .

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Dasar

5

sama

saat

Pasal

ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap

serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau
Kuasanva.

(3) SPTPD sebegaimana dimaksud pada ayat 91) harus
disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah

selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah

berakhirnvya masa Pajak.

(4) Bentuk, isi dan tatacara pengisian

ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

SPTPD

BAB VI 16}



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PATAK
Pasal 11

Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10. ayat (1) Peraturan Daerah ini Bupati
Kepala Daerah menetapkan Pajak terutang dengan

menerbitkan SKPD.

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah
lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administra-
si berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan

dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
Pasal 12

Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan
Daerah digunakan untuk menghitung, memperhitung-
kan dan menetapkan Pajak sendiri yang terutang.

Dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat
terutangnya Pajak, Bupati Kepala Daerah dapat
menerbitkan :

a. SKPDKB

b. SKPDKBT :

Cc. SKPDN.

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf

a Pasal ini diterbitkan :

a. fApabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau
keterangan lain pajak vang terutang tidak
atau kurang bayar, dikenakan sanksi admi-
nistrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan dihitung dari pajak vang kurang atau
terlambat dibavar untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung
sejak saat terutangnya pajak.

b. Apabila ..M. ..



(4)

(5)

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam Jangka
waktu vang ditentukan dan telah ditegur
secara tertulis, dikenakan sanksi administra-
si berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung
sejak saat terutangnya pajak.

c. Apabila kewajiban mengisi SPTED tidak
dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara
Jjabatan, dan dikenakan sanksi administrasi
berupa kenaikan sebesar 25% ( dua puluh lima
persen) dari pokok pajak ditambah sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan dihitung dari pajak vang
kurang atau terlambat dibayar untuk Jjangka
waktu paling lama 24 ( dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak.

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b Pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data
baru atau data yvang semula belum terungkap vang
menyebabkan penambahan jumlah pajak vang ter-
utang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa
kenaikan sebesar 100% ( seratus persen } dari

Jjumlah kekurangan pajak tersebut.

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
Pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak
yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak.

(6) Apabila .‘5.‘



(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(1)

Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

b Pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya
dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentu-
kan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah
dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% ( dua

persen ) sebulan.

Penambahan Jumlah Pajak yvang terutang
sebagaimana dimaksud pada avat (4) tidak
dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri

sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BaAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau
tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala
Daerah sesuai waktu vang ditentukan dalam SPTPD,
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain
yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus
disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24
jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati

Kepala Daerah.

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan
menggunakan S5PD.

Pasal 14

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau

lunas.

(2) Bupati ... 4 .



(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

Bupati Kepala Daerah dapat memberikan persetu-
juan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak
terutang dalam Kkurun waktu tertentu, setelah

memaenuhl persyaratan vang ditentukan.

Angsuran pembavaran pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara
teratur dan berturut-turut dengan dikenakan
bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan dari

jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

Bupati Kepala Daerah dapat memberikan persetu-
juan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran
pajak sampai batas waktu vang ditentukan setelah
memenuhl persyaratan vang ditentukan dengan
dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan jumlah
pajak vang belum atau kurang dibavar.

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda
pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran
dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (4) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati
Kepala Daerah.

Pasal 15

Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal {4 Peraturan Daerah ini diberikan
tanda bukti pembavaran dan dicatat dalam buku

penerimaan.

Bentuk, jenis, 1isi, ukuran tanda bukti pem-
bayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal 1ini, ditetapkan
oleh Bupatli Kepala Daerah.

BAB VIII .. ﬁ; .
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BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 16

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat
lain vang sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7

(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembavaran.

(2) Dalam Jjangka waktu 7 ( tujuh )} hari setelah
tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau
surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus

melunasi pajak yang terutang.

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain
yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat.
Pasal 17

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar
tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana
ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat
Peringatan atau surat lain yang sejenis, Jjumlah
pajak vyang harus dibayar ditagih dengan Surat
Paksa.

(2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah
lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal
Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat

lain vang sejenis.
Pasal 18
fipabila pajak vyang harus dibayar tidak dilunasi

dalam Jjangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pem-

beritahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan

Pasal ‘;.

Surat Perintah Melaksanakan Penvitaan.



Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum
juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10
( sepuluh )} hari sejak tanggal pelaksanaan Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan'
permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada

Kantor Leslang Negara.
Pasal 20

Setelah Kantor Lelang HNegara menetapkan hari,
tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru
Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis

kepada Wajib Pajak.
Pasal 21

Bentuk, Jjenis dan isi formulir vyang dipergunakan
untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan

oleh Bupati Kepala Daerah.

BaB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
Pasal 22

(1) Bupati Kepala Daerah berdasarkan permochonan
Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, ke-

ringanan dan pembebasan pajak.

(2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan
pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala

Daerah.

BAB X ﬂs



BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 23

(1) Bupati Kepala Daerah karena jabatan atau atas

(2)

(3)

permchonan Wajib Pajak dapat :

a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT
atau STPD vang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau
kekeliruan dalam penerapan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak
vang tidak benar;

c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi
administrasi berupa bunga , denda dan
kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi
tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib

Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan
sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT
dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh
Wajib Pajak kepada Bupati Kepala Daerah atau
Pejabat selambat—lambatnmya 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT
atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

Bupati Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3
(tiga) bulan sejak surat permchonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima sudah

harus memberikan keputusan .

{(4) Apabila _-‘65-.



(4)

(1)

(2)

(3)

fApabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini
Bupati Kepala Dasrah atau Pejabat tidak
memberikan keputusan, permohonan pembetulan,
pembatalan, pengurangan ketetapan dan pengha-
pusan atau pengurangan sanksi administrasi
dianggap dikabulkan.

BAaB XTI
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 24

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanva
kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat atas

suatu :

a. SKPD ;

b. SKPDKB ;

Cc. SKPDKBT ;
d. SKPDLB ;
e. SKPDN ;

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara
tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3
( tiga ) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB,
SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak,
kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan
bahwa Jjangka waktu itu tidak dapat dipenuhi

karena keadaan di luar kekuasaannya.

Bupati Kepala Daerah atau Pejabat dalam Jangka
waktu paling 1lama 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah

harus memberikan keputusan.

(4) Apabila . .ﬁi .-



(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayvat (3) Pasal ini
Bupati Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberi-
kan keputusan, permohonan keberatan dianggap
dikabulkan.

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban

membayvar pajak.
Pasal 25

(1) wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Jjangka
waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya

keputusan keberatan.

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar

pajak.
Pasal 26

fAipabila pengajuan kebesratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24. Peraturan Daerah ini atau banding
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah
ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembavaran pajak dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB VIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 27
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan

pengembalian kelebihan pembavaran pajak kepada
Bupati Kepala Dasrah atau Pejabat secarsa

tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :

a. Nama %



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

a. Nama dan alamat Wajib Pajak :

b. Masa Pajak

c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak :
d. Alasan yang jelas.

Bupati Kepala Daerah atau Pejabat dalam Jangka
waktu paling lama 12 (dua belas) bulan saejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Pasal ini harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Pasal ini dilampaui Bupati Kepala
Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan,
permohonan pengembalian kelebihan pembavaran
pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus
diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu)
bulan.

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak
lainnya kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Pasal ini langsung diper-
hitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang

pajak dimaksud.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilaku-
kan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat
Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak
dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati Kepala
Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas

keterlambatan pembavaran kelebihan pajak.

Pasal ﬁ.



()

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayvaran pajak diperhitungkan
dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah ini pem—
bayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan
bukti pemindahbukuan Jjuga berlaku sebagai bukti
pembavaran.

BAB XIII
KEDALUKWARSA
Pasal 29

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa
setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali
apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana
dibidang Perpajakan Daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa
atau,
b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak
baik langsung maupun tidak langsung.

BAB X1V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 30

(1) wWajib Pajak vang karena kealpaannya tidak
menvampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak
benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan vyang tidak benar sehingga merugikan
keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau
denda paling banyak 2 (dua) kali Jumlah pajak
vang terutang.

(2) Wajib 45



(D)

(2) Wajib Pajak vang dengan sengaja tidak
menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak
benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan vang tidak benar sehingga merugikan
keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda
paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak vyang
terutang.

Pasal 31

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 Peraturan Daerah ini tidak dituntut setelah
melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat
terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

BAB XV
PENYIDIKXKAN
Pasal 32

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dili-
ngkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai Penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan
daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Momor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pasal ini adalah -

a. menerima, wmencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan
tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi
lebih lengkap dan jelas :

b. meneliti . .4: .



meneliti, mencari, dan mengumpulkan ke—
terangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan
Daerah tersebut :

menerima keterangan dan bahan bukti dari
orang pribadi atau badan sehubungan dengan
tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah :

memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan
dokumen—-dokumen lain berkenaan dengan tindak

pidana dibidang Perpajakan Daerah s

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan
dokumen—dokumen lain, serta melakukan penyi-

taan terhadap bahan bukti tersebut :

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang Perpajakan Daerah ;

menyuruh berhenti, melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa

sebagaimana dimaksud pada huruf e B

memotret seseorang vang berkaitan dengan

tindak pidana perpajakan daerah 3

memanggil orang untuk didengar keterangannya

dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi g
menghentikan penyidikan :

k. melakukan .-‘6...



(3)

(1)

(2)

(3)

k. melakukan tindakan lain vang perlu
untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang Perpajakan Daerah menurut hukum vang

dapat dipertanggungjawabkan z

Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan
dan menvampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan vang
diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 33

Bupati Kepala Daerah atau Pejabat berwenang
melakukan pembongkaran atas pemasangan reklame
vang tidak sesuai dengan aspek keindahan,
ketertiban umum, keamanan, kesopanan, kesusilaan
dan kesehatan serta vang telah habis masa

berlakunya ijin tetapi belum dibongkar.

Pelaksanaan pembongkaran sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Dinas teknis
yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

Bahan-bahan bekas reklame vyang telah dibongkar

berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat

(1) dan ayat (2) Pasal ini menjadi milik daerah.

BAB XVII ...#§. ..



Cenga berlaltunve Paraturan Daerah ini Peraturan
Dasrah Kabupaten Daworah Tinghat Il pati Nomer 17
Tahur 1972 tontang Menguadakan dan Menarik PRajak
Reklame berorta porubatannya dinyatakan tidak barla-
Ku.

g -
Pasal 35

Pelaksanaar Paraturan Oacrah ini ditetapkan oleh
Bupati Kapala Naszrab.

Peraturan Dasrah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangksan .

Agar supava setizp orang dapat mengetahuinys
memerintankar cengundangan ‘Peraturan Daerah ini
dengan Lenenpatannya dalan Lambaran Daerahlﬁabupa*

ten Dasrah Tingkat II pati.

Ditetapkan di pPati
pada tanggal 16 Maret 199s

auﬁﬁ?I-KEPALQ,DAERAH TINGKAT II
PATI

HMUHAMAD




Dimdongkon dolam Lemboyon Doerch Kobupoten
Doexch Tingicot IL Puti pada $onag-l 8
Oktobor 1998 Homor19 Seri A Ho. 5
BUPATI KEPAL: DAERAH TINGK'T II PAOI

JSUF MUHAMAD
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PENJELASAN
ATaAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR 3 TAHUN 1998
TENTANG
PAJAK REKLAME /

UMUM
Dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah

yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan
titik berat pada Daerah Tingkat II pembiayaan pemerintah dan
pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daser-
ah, khususnya yang berasal dari Pajak Daerah, pengaturannya
perlu lebih ditingkatkan lagi. Sejalan dengan semakin mening-
katnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada
masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian
Daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli

Daerah yang hasilnya semakin meningkat pula.

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati yang mendasari pemun-
gutan Pajak Reklame yang selama ini berlaku, yakni Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 17 Tahun 1972
tentang Mengadakan dan Menarik Pajak Reklame dan Perubahannya

perlu disesuaikan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup Jelas.
Pasal 2 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
Pasal 2 ayat (3) : 8. Reklame papan (Billboard)

adalah reklame yang dise-
lenggarakan dengan menggu -
nakan bahan kayu, kertas,

plastik .,.-ﬁg....



plastik, fibre glass, mika,
plastik kaca, batu, logam,
alat penyinar atau bahan
lain yang sejenis yang ber-
bentuk lampu pijar atau
alat 1lain vyang bersinar
vang dipasang pada tempat
yvang disediakan (berdiri
sendiri) atau dengan cara
digantungkan atau ditempel-
kan;

Reklame kain adalah reklame
vang diselenggarakan dengan
menggunakan bahan kain,
karet atau bahan 1ain’yang

sejenis dengan itu.

Reklame melekat (stiker)
adalah reklame yang berben-—
tuk lembaran lepas, dise-—
lenggarakan dengan cara
diberikan atau dapat dimin-
ta untuk ditempelkan,
dipasang, digantungkan pada
suatu benda milik pribadi

atau prasarana umum;

Reklame selebaran adalah
reklame yang berbentuk
lembaran lepas diselenggar-—
akan dengan cara diberikan
atau dapat diminta dengan
ketentuan tidak untuk
ditempelkan, dilekatkan,
dipasang, digantungkan pada

suatu benda lain;

e. Reklame q .-



e.

3

Reklame berjalan/kendaraan
adalah reklame yang ditempat-
kan atau ditempelkan pada
kendaraan vyang digerakkan
oleh tenaga mekanik, yang
perusahaan atau perwaki-
lannya berdomisili di wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Pati

Reklame udara adalah re-
klame yang diselenggarakan
dengan menggunakan gas,
pesawat atau alat lain yang

sejenis;

Reklame swuara adalah re-
klame yang diselenggarakan
dengan menggunakan kata-
kata yang diucapkan dengan
atau suara yang ditimbulkan
dari atau oleh penggunaan

alat atau pesawat apapun;

Reklame Film/Slide adalah
reklame yang diselenggara-
kan dengan cara menggunakan
klise berupa kaca atau
film, atau bahan-bahan lain
yang sejenis sebagai alat
untuk diproyeksikan dan
atau diperagakan pada layar
atau benda lain selain

pesawat televisi:

Reklame peragaan adalah
reklame yang diselenggara-
kan dengan cara memperaga-—
kan suatu barang dengan
atau tanpa disertai suara;

Pasal ..-ix..-.



Pasal 3 huruf a dan b : Cukup jelas.

Pasal 3 huruf c : Dikecualikan dari obyek pajak
reklame lainnya adalah :

a. Reklame yang semata-mata
mengenai pemilikan dan atau
peruntukan tanah, dengan
ketentuan luasnya tidak
melebihi 1/4 m2 dan dise-
lenggarakan diatas tanah

tersebut ;-

b. Reklame yang semata-mata
memuat nama dan atau peker-
jaanAdari orang atau Badan
vang menempati tanah dimana
reklame tersebut diseleng-
garakan, dengan Kketentuan
luasnya tidak melebihi 1/4

m2 ;

c. Reklame yanmg diselenggara-
kan oleh suatu perusahaan
pada kendaraan milik ken-
daraan tersebut, vyang
semata-mata mengenail nama
atau sebutan umum perusa-—
haan yang bersangkutan dan
luasnya tidak 1lebih dari
1/4 m2 ;

d. Reklame vang diselenggara-
kan pada suatu kendaraan
yang berasal dari luar
wilayah Daerah dan berada
di wilayah terssbut tidak
lebih dari 7 x 24 jam,
berturut-turut ;

e. Reklame .g¢ ..



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

4 ayat (1)

4 aat (2)

6 s/d pasal 7

8

e. Reklame yang merupakan
reklame suara apabila
menurut pendapat Bupati
Kepala Daerah penyelenggara
annya termasuk golongar
penjaja atau pengusaha
kecil ;

: Cukup Jelas.

: Yang bertanggung Jjawab atas
pembayaran Pajak Reklame
adalah :

a. Untuk perorangan adalah
vang bersangkutan atau

kuasanya ;

b. Untuk Badan Hukum adalah
Pengurus atau kuasanya.
Penyelenggara reklame diwajib—
kan untuk memelihara reklame
vang dipasanyg agair selalu
dalam Kkeadaan baik serta
membongkar dan menyingkirkan
reklame yang bersangkutan
segera setelah berakhirnya
masa pajak apabila pemasangan
reklame tersebut tidak diper-
panjang lagi.
Cukup jelas;

Bupati Kepala Dasrah berwenang
menunjuk Dinas Teknis untuk
melaksanakan pembongkaran atas
pemasangan reklame yang telah
berakhir masa pajaknya dan tidak
diperpanjang lagl tetapi belum

dibongkar oleh penyelenggara

Biava . g .

reklame.



Biaya untuk melaksanakan peinbong-
Karan ditetapkan oleh Bupati
Kepala Daerah dan dibayar pada
kesempatan pertama pada saat
membavar pajak._serta disimpan
pada rekening khusus Dinas Penda-
patan Daeirah Tingkat II Pati.
Apabila pembonmgkaran reklame
dilaksanakan oleh penyelenggara
reklame, biaya pembongkaran
reklame tersebut dapat diminta
kembali.

B

Cukup jelas.

Pasal 9 s/d pasal

Pasal ¢ ayat (2) Surat Teguran dan Surat Peri-

ngatan atau Surat lain vang se -
jenis adalah surat yang diterbit
kan oleh Pejabat dikarenakan Pe-
nanggung Pajak tidak melunasi
utang pajak sampai dengan tanggal
jatuh tempo pembayaran.

Pasal 16 ayat (2) dan (3) Cukup jelas.

Pasal %7 : Surat Paksa adalah surat perin -
tah membayar utang pajak dan
biaya penagihan pajak.

L 7

Pasal 1% s/d pasal =F : Cukup jelas.



